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The government in the welfare of the community one of them is to provide 
health insurance through Public Health Insurance, which is the implementation of 
Law Number 24 Year 2011 on the Social Security Administering Board (BPJS). In 
the BPJS Act, all citizens or all Indonesian citizens are required to become BPJS 
members, both BPJS Health and BPJS Employment. The objective of the 
Government in providing health insurance to the community is very precise, but in 
the implementation in the field there are still many obstacles or obstacles, one of 
which is the occurrence of the surge of patients (overload). This happens because 
of less functioning KDP 1 less than the maximum. 
This type of research is included in the type of descriptive analytical 
research with empirical juridical approach method to see in full the problem of 
research sourced from the primary data and secondary data as supporting data. 
The data were collected by field study (interview) and literature study, the data 
obtained were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. 
The results of research and discussion, it can be seen that the Act BPJS with 
the aim to realize the implementation of the guarantee of the fulfillment of basic 
needs of decent living for each Participant and / or family members, as regulated 
Article 3 of the BPJS Law. BPJS system is the participant BPJS pay dues every 
month that the number is determined from the membership class members. SOP 
applied to realize Community Health Protection Through JPK, that is with 
referral system system, meaning that patients first go to KDP 1 and if KDP II 
unable to overcome the patient's illness, then the patient will be referred to PPK II 
(Hospital), but the patient does not go to KDP I first, but directly to KDP II 
sehinggan Hospital patient overload (patient kelabihan). Efforts Islamic Hospital 
Pati Implement Health Protection Through JPK.yaitumemikan program health 
services to the community participant BPJS guided by the Regulation of District 
Health Office Pati as mentioned above. The regulation regulates the referral 
system in obstetric and neonatal emergency services, namely Patient Admission at 
Poned Care Center, Principles of Obstetric and Neonatal EmOC Obstetric 
Services, Identification of Pregnant Case and Newborn and Screening for 
Pregnant Women, Maternity Mothers and Postpartum Mothers . 
 










Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat salah satunya adalah 
dengan memberikan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat, 
yang merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU BPJS, semua 
masyarakat atau semua Warga Negara Indonesia di wajibkan menjadi anggota 
BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan Pemerintah 
dalam memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat sudah sangat tepat, 
tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala atau hambatan, salah 
satunya adalah dengan terjadinya lonjakan pasien (overload). Hal ini terjadi 
karena kurang berfungsinya PPK 1 yang kurang maksimal. 
Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif 
analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat secara lengkap 
permasalahan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder 
sebagai data pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan 
(wawancara) dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa UU BPJS 
dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap  Peserta dan/atau 
anggota keluarganya, sebagaimana diatur Pasal 3 UU BPJS. Sistem BPJS yaitu 
peserta BPJS membayar iuran setiap bulan yang jumlahnya ditentukan dari kelas 
kepesertaan anggota. SOP yang diterapkan untuk mewujudkan Perlindungan 
Kesehatan Masyarakat Melalui JPK, yaitu dengan sistem sistem rujukan, artinya 
pasien terlebih dahulu berobat ke PPK 1 dan apabila PPK I tidak mampu 
mengatasi penyakit pasien, maka pasien akan dirujuk ke PPK II (Rumah Sakit), 
namun yang terjadi pasien tidak ke PPK I terlebih dahulu, tetapi langsung ke PPK 
II sehinggan pasien Rumah Sakit overload (kelabihan pasien). Kendala-kendala 
yang muncul dalam mengimplementasikan perlindungan kesehatan melalui 
Program JPK, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BPJS,  
kurangnya sosialisasi BPJS dan kurang tegasnya petugas kesehatan. 
 
 
Kata kunci: Implemantasi  Perlindungan  Kesehatan  dan  Jaminan  Kesehatan  
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